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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan merupakan fungsi pokok manajemen yang tidak dapat 

dihilangkan. Perencanaan  anggaran diperlukan sebagai pedoman pengelolaan 

anggaran dalam pembangunan diwaktu yang akan datang. Pengelolaan anggaran 

merupakan salah satu aspek penting dalam pemerintahan daerah. Sistem 

pengelolaan keuangan diawali dari tahap perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Tahap perencanaan yang menafsirkan permulaan dari sistem 

pengelolaan keuangan daerah yang memiliki peran yang sangat diperlukan untuk 

ke tahap sberikutnya, karena itu kegagalan dalam perencanaan berpengaruh 

sepenuhnya terhadap pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2002). 

Menurut Alder dalam Rustiadi (2008 : 339) perencanaan adalah suatu proses 

menentukan apa yang ingin dicapai pada masa yang akan datang serta menetapkan 

tahapan-tahapan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Sebagian kalangan 

berpendapat bahwa perencanaan adalah suatu aktivitas yang dibatasi oleh lingkup 

waktu tertentu, sehingga perencanaan, lebih jauh diartikan sebagai kegiatan 

terkoordinasi untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam waktu tertentu. 

Semua negara di dunia perlu memiliki perencanaan anggaran untuk 

pemerintah pusat dan daerah yang diimplementasikan sebagai pelayanan publik. 

Perencanaan yang baik akan menghasilkan laporan yang akurat dan tidak 

menimbulkan kecurigaan. Pemerintah yang mengelola pelayanan negara dan 

daerah, serta pembangunan nasional, regional, dan antar daerah, harus transparan 
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dan akuntabel dalam pengelolaan laporan keuangan agar tercipta pemerintahan 

yang bebas korupsi dan penggelapan. Berdasarkan hal tersebut dalam 

menjalankan wewenangnya maka ditetapkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 

2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai landasan 

hukum di bidang perencanaan pembangunan baik Pemerintah Pusat maupun 

Pemerintah Daerah. 

Perencanan pembangunan daerah dapat diwujudkan dengan mengadakan 

program dan kegiatan pembangunan, yang dimana hal tersebut dapat dilaksanakan 

apabila adanya dana yang didapatkan dari keuangan daerah itu sendiri. Maka dari 

itu, perencanaan anggaran sangat dibutuhkan untuk mewujudkannya. Dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah mengatakan bahwa keuangan daerah adalah hak dan kewajiban daerah 

dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang 

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan 

kewajiban daerah tersebut. Sistem pengelolaan keuangan dimulai dari tahap 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tahap perencanaan yang menandai 

awal dari sistem pengelolaan keuangan daerah memegang peranan penting dalam 

menentukan arah dari tahap selanjutnya, sehingga kegagalan dalam perencanaan 

akan mempengaruhi keseluruhan sistem pengelolaan keuangan daerah 

(Mardiasmo, 2002). 

Semua negara di dunia perlu memiliki perencanaan anggaran untuk 

pemerintah pusat dan daerah yang diimplementasikan sebagai pelayanan publik. 

Perencanaan yang baik akan menghasilkan laporan yang akurat dan tidak 

menimbulkan kecurigaan. Pemerintah yang mengelola pelayanan negara dan 
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daerah, serta pembangunan nasional, regional, dan antar daerah, harus transparan 

dan akuntabel dalam pengelolaan laporan keuangan agar tercipta pemerintahan 

yang bebas korupsi dan penggelapan. Dengan mengacu pada prinsip-prinsip 

pengelolaan keuangan negara, tujuannya adalah agar pemerintah daerah dapat 

menyusun anggaran yang menjamin transparansi dan akuntabilitas serta dapat 

dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Peran pemerintah dalam proses penganggaran adalah untuk menjamin 

penggunaan sumber daya ekonomi secara efisien, yang tidak dapat dicapai melalui 

mekanisme pasar bebas (Mangkoesoebroto, 2001). Selain itu, upaya peningkatan 

kualitas penganggaran juga menjadi agenda strategis untuk mempercepat 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah (Manik, 2008). Perencanaan 

anggaran menekankan pada hasil yang akan dicapai, hal ini sesuai dengan 

perkembangan paradigma administrasi publik yaitu New Publik Management 

(NPM). New Public Management mensyaratkan suatu organisasi mempunyai 

tujuan yang jelas, arah dan cara melaksanakannya dan juga target capaian kinerja. 

Untuk itu dalam perencanaan anggaran dibutuhkan adanya perencanaan strategis. 

Perencanaan Strategis memberikan peranan penting dalam penyusunan anggaran. 

Perencanaan strategis merupakan upaya yang didisiplinkan untuk membuat 

keputusan dan tindakan penting yang membentuk dan memandu bagaimana 

menjadi organisasi (atau entitas lainnya), apa yang dikerjakan organisasi (atau 

entitas lainnya), dan mengapa organisasi (atau entitas lainnya) mengerjakan hal 

seperti itu (Olsen dan Eadie, 1982).  

Perencanaan anggaran dimulai dari perencanaan strategi anggaran. Jika 

perencanaan strategi lemah atau tidak relevan, maka anggaran juga akan 
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mengalami masalah dan target pelaksanaannya tidak akan tepat. Tahap 

perencanaan dimulai dengan mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai oleh 

pemerintah melalui rencana penetapan sasaran. Tanpa tujuan yang jelas, sumber 

daya akan tersebar secara luas atau digunakan secara tidak efisien. Perencanaan 

akan menjadi efektif jika tujuan yang telah ditetapkan diprioritaskan dan 

dijabarkan secara rinci. Jika pemerintah telah menetapkan tujuan, pemerintah 

dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang menghalangi tercapainya tujuan yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Masalah yang dihadapi pada tahap ini dapat 

digambarkan sebagai hal yang sederhana dibandingkan dengan peluang atau 

masalah yang akan muncul di masa yang akan datang.   

Yunarto (2011:34) mengidentifikasi beberapa masalah umum dalam 

perencanaan anggaran yang mengakibatkan buruknya pelaksanaan anggaran, 

antara lain perencanaan yang kurang responsif terhadap kebutuhan, kurangnya 

integrasi, konsistensi, dan sinkronisasi perencanaan dengan penganggaran, serta 

perencanaan berkembang secara bertahap.  

Kurangnya keterpaduan, konsistensi dan sinkronisasi perencanaan dengan 

penganggaran. Secara kaidah yang berlaku, perencanaan dan penganggaran harus 

terpadu, konsisten dan sinkron satu sama lain, karena penganggaran adalah media 

untuk mewujudkan target-target kinerja yang direncanakan. Pada khususnya 

Sekretariat Daerah Kota Palembang sering terjadi kurangnya sinkronisasi antara 

rencana dengan pelaksanaan kegiatan. Di Sekretariat Daerah Kota Palembang 

tersebut perubahan rencana anggaran terjadi di tengah tahun anggaran. Hal ini 

terjadi karena adanya program-program pusat yang sebelumnya tidak masuk di 

dalam perencanaan anggaran tersebut dan adanya pergeseran anggaran 
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dikarenakan adanya penyesuaian dampak dari pandemi Covid-19. Tanpa 

perencanaan yang lebih mendalam terlebih dahulu, Sekretariat Daerah Kota 

Palembang melaksanakan kegiatan pengalihan program dan cenderung tidak 

fokus. Hal ini mengakibatkan kegiatan tidak berjalan secara efektif dan efisien, 

sebagaimana rencana awal kegiatan. 

 

Tabel  1 Pergeseran Anggran Belanja Tahun Anggaran 2020 

 

 

Tabel 1 di atas menjelaskan terjadi perubahan anggaran pada perubahan 

anggaran belanja tahun 2020. Perubahan anggaran secara ringkas diuraikan 

dengan beberapa komponen yaitu belanja tidak langsung turun sebesar 

Uraian 

Jumlah (Rp) Bertambah/Berkurang 

Sebelum 

Perubahan 

Setelah  

Perubahan 
(Rp) % 

Belanja 205.707.231.000 89.778.872.451 (115.928.358.549) 56 

a. Belanja 

Tidak 

Langsung 

47.457.231.000 43.205.357.000 (4.251.874.000) 9 

˗ Belanja 

Pegawai 
47.457.231.000 43.205.357.000 (4.251.874.000) 9 

b. Belanja 

Langsung 
158.250.000.000 46.573.515.451 (111.676.484.549) 71 

˗ Belanja 

Pegawai 
4.217.113.000 4.017.113.000 0,00 0 

˗ Belanja 

Barang dan 

Jasa 

131.037.787.000 36.632.665.053 (94.405.121.947) 72 

˗ Belanja 

Modal 
22.995.100.000 4.873.737.398 (18.121.362.602) 79 

Surplus/(Defisit) (205.757.231.000) (89.778.872.451) 115.938.358.548 56 

Sumber:  Sekretariat Daerah Kota Palembang (diolah penulis) Tahun 2020 
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Rp.115.928.358.549 miliar rupiah (turun 9% dari anggaran sebelumnya), total 

belanja langsung juga mengalami penurunan sebesar Rp.111.676.484.549 miliar 

(turun 71% dari anggaran sebelumnya).  

Permasalahan lain terkait penganggaran daerah adalah perencanaan dan 

penetapan anggaran didasarkan pada realisasi anggaran tahun sebelumnya 

Menurut Mardiasmo (2005 : 23) menjelaskan bahwa perencanaan dan penetapan 

anggaran tahun berikutnya mengacu pada hasil realisasi atau cenderung lebih 

tinggi sedikit atau lebih rendah sedikit dari realisasi tahun sebelumnya. 

Seharusnya, perencanaan dan penganggaran disusun berdasarkan kebutuhan dan 

banyaknya aktivitas pembangunan yang akan dilaksanakan. Adapun anggaran dan 

realisasi anggaran pada tahun 2020 dapat dilihat dari tabel berikut ini. 

 

Tabel  2 Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2020 

Uraian Jumlah (Rp) Realisasi (Rp) (%) 

Belanja     

a. Belanja Tidak Langsung 43.205.357.000 57.105.357.000 32% 

˗  Belanja Pegawai 43.205.357.000 57.105.357.000 32% 

b. Belanja Langsung 46.573.515.451 54.273.615.451 17% 

˗  Belanja Pegawai 4.017.113.000 4.517.113.000 12% 

˗  Belanja Barang dan Jasa 36.632.665.053 41.357.715.053 13% 

˗  Belanja Modal 4.873.737.398 8.398.787.398 72% 

Jumlah Belanja 89.778.872.451 111.378.972.451 24% 

Surplus/(Defisit) (89.778.872.451) 61.622.470.000   

Sumber:  Sekretariat Daerah Kota Palembang (diolah penulis) Tahun 2020 

Tabel 2 di atas menjelaskan jumlah realisasi anggaran pada tahun anggaran 

2020 sebesar Rp.111.378.972.451,-, dalam artian mengalami kenaikan 24% dari 
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yang dianggarkan. Adapun anggaran belanja tidak langsung yang terealisasi 

sebesar Rp.57.105.357.000,- dan anggaran belanja langsung terealisasi sebesar 

Rp.54.273.615.451,-. Sementara anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2021 

dapat dilihat dari tabel berikut ini. 

 

Tabel  3 Anggaran dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2021 

Uraian Jumlah (Rp) Realisasi (Rp) (%) 

Belanja    

a. Belanja Operasi 162.693.361.583 135.493.361.583 17% 

˗  Belanja Pegawai 57.523.275.636 46.023.275.636 20% 

˗  Belanja Barang dan Jasa 90.339.410.747 75.889.410.747 16% 

˗  Belanja Hibah 14.830.675.200 13.580.675.200 8% 

b. Belanja Modal 13.630.675.200 11.660.675.200 14% 

˗  Belanja Modal Peralatan dan Mesin 4.625.275.200 3.325.275.200 28% 

˗  Belanja Modal Gedung dan Bangunan 9.005.400.000 8.335.400.000 7% 

Jumlah Belanja 176.324.036.783 147.154.036.783 17% 

Surplus/(Defisit)  (176.324.036.783) 49.348.550.836  

Sumber:  Sekretariat Daerah Kota Palembang (diolah penulis) Tahun 2021 

 

Pada tahun 2021 terdapat perubahan struktur komponen anggaran belanja di 

Sekretariat Daerah Kota Palembang. Hal ini disebabkan adanya pergeseran 

anggaran dalam penanganan dampak pandemi Covid-19. Tabel 3 di atas 

menjelaskan jumlah realisasi anggaran pada tahun anggaran 2021 sebesar 

Rp.147.154.036.783,-, dalam artian mengalami penurunan 17% dari yang 

dianggarkan. Adapun anggaran belanja operasi yang terealisasi sebesar 
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Rp.135.493.361.583,- dan anggaran belanja modal terealisasi sebesar 

Rp.11.660.675.200,-.  

Bila dibandingkan antara Tabel Anggaran Dan Realisasi Anggaran Belanja 

di Sekretariat Daerah Kota Palembang pada tahun 2020 dan tahun 2021 tersebut, 

dapat dilihat bahwa terdapat tidak konsistensi dan sinkronisasi pada perencanaan 

yaitu terjadinya perubahan struktur komponen anggaran belanja. Walaupun hal ini 

disebabkan karena adanya penyesuaian anggaran dalam penanganan dampak 

Covid-19, hal ini sangat berpengaruh pada realisasinya yang kurang optimal 

mengingat perubahan struktur komponen anggaran belanja tersebut dilakukan 

hanya dalam jangka waktu 1 tahun. Kemudian, anggaran pada tahun anggaran 

2021 ditetapkan berdasarkan realisasi anggaran pada tahun sebelumnya dalam 

artian anggaran dibuat tidak berdasarkan kebutuhan anggaran pada tahun berjalan. 

Dari uraian mengenai permasalahan perencanaan anggaran di atas, dapat 

diketahui bahwa perencanaan anggaran yang diterapkan sejauh ini masih belum 

disempurnakan baik dari anggaran maupun pengelolaannya. Dalam hal ini 

dibutuhkan strategi yang tepat untuk mendapatkan perencanaan anggaran yang 

efektif dan realisasi anggaran yang optimal. Proses perencanaan strategis 

merupakan keputusan yang diambil untuk mengidentifikasi program-program 

yang akan dijalankan oleh suatu organisasi dan kemudian menentukan alokasi 

anggaran yang akan diberikan untuk setiap program. Tujuannya adalah untuk 

memastikan bahwa anggaran yang diberikan konsisten dengan tujuan jangka 

panjang organisasi. Proses ini melibatkan penyusunan strategi yang bertahap dan 

mempertimbangkan faktor-faktor yang bisa menghambat keberhasilan 

implementasi rencana strategis. 
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Konsep strategi menuurut Marrus (2002 : 31) yaitu sebagai suatu proses 

penentuan rencana  para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka 

panjang organisasi, disertai penyusunan sesuatu cara atau upaya bagaimana agar 

tujuan tersebut dapat dicapai. Untuk mewujudkannya maka dbutuhkan 

perencanaan yang bersifat skenario dengan pendekatan perencanaan skenario 

(scenario planning). Metode perencanaan skenario dapat digunakan untuk 

menyusun strategi jangka menengah dan jangka panjang dengan kondisi yang 

tidak ada kepastian. Metode ini juga dapat diterapkan sebagai identifikasi 

kedepannya dengan mempelajari sifat dan dampat yang ditimbulkan.menurut 

Lingred dan Bandhold (2003 : 24), metode skenario perencanaan dapat membantu 

dalam mempertajam sebuah stratgei, menyusun rencana untuk sesuatu yang tidak 

diharapkan, serta menjaga kehati-hatian pada arah yang benar, dan pada 

permasalahan yang tepat. Dalam membuat skenario ini menggunakan metde 

TAIDA (Tracking, Analyzing, Imaging, Deciding, Acting) untuk membantu dalam 

proses analisa strategi perencanaan anggaran di Sekretariat Daerah Kota 

Palembang. 

Berdasarkan penjelasan mengenai teori dan permasalahan tersebut, maka 

penulis tertarik melakukan penelitian mengenai bagaimana strategi perencanaan 

yang diterapkan dan strategi yang bagaimana yang dapat diterapkan di Sekretarit 

Daerah Kota Palembang dengan judul “Analisis Strategi Perencanaan 

Anggaran Belanja Di Sekretariat Daerah Kota Palembang”. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, dalam penelitian ini penulis 

mencoba merumuskan permasalahan, yaitu: Bagaimana strategi perencanaan 

anggaran belanja di Sekretariat Daerah Kota Palembang?  

 

1.3 Tujuan dan Manfaat 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan peneitian ini yaitu 

untuk mengetahui bagaimaiana strategi perencanaan anggaran belanja di 

Sekretariat Daerah Kota Palembang. 

1.3.2 Manfaat Peneltian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai, maka penelitian ini 

akan bermanfaat:  

a. Manfaat Teoritis.  Dapat memberikan referensi, serta dapat menambah 

informasi pemikiran dalam Ilmu Administrasi Publik terutama kajian 

mengenai analisis strategi perencanaan anggaran belanja di Sekretariat 

Daerah Kota Palembang. 

b. Manfaat Praktis. Untuk dapat memberikan masukan maupun evaluasi 

bagi Sekretariat Daerah Kota Palembang dalam melaksanakan tugas 

mereka khususnya mengenai analisis strategi perencanaan anggaran 

belanja Sekretariat Daerah Kota Palembang. 
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